
Menimbang 

Mengingat 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG 

NOMOR 4 TAHUN 1997 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKA T II TEMANGGUNG 

NOMOR 1 TAHUN 1996 

TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KE PALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG 

a. bahwa guna meningkatkan pelaksanaan otonomi Daerah dengan titik berat 
pada Daerah Tingkat II dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 9 T ahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan T atakerja Dinas Pe­
ternakan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Temanggung Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata­
kerja Qinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II T emanggung yang di­
undarrgkan pada tanggal 7 Oktober 1981 dan dimuat dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1981 Seri D No­
mor 5 perlu dig anti ; 

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapknn dengan Peraturan 
Daerah. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-undang Nomor 5 T ahun 197 4 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 
di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ; 
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3 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang PelaksanaanPe 
rahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehe­
wanan kepada Propinsi Jawa T engah (Lembaran Negara Republik lndo 
sia Nomor 52 T ahun 1951, Tam bah an Lembaran Negara Republik lndon 
sia Nomor 122); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuat 
Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan · 
agnostik untuk Hewan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor23T 
hun 1973); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 T ahun 1977 ten tang Penolakan, Pence 
an, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Neg 

Republik Indonesia Nomor 20 T ahun 1977) ; 
6. Peraturan Pemerintah -Nmor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakill 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1977, Tambahill 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102) ; 

7. Peraturan Pemerintah Norn or 22 T ahun 1983 ten tang Kesehatoo 
Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Ta, 

hun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3253) ; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 T ahun 1988 ten tang Koordinasi Kegiatan I~ 

stansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 
T ahun 1988, Tam bah an lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1922 tentang Penyelenggaraill 
Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II; 

10. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan Sebutiii 
Kehewanan Menjadi Peternakan ; 

11. Keputusan Menteri Dal am Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman 
Organisasi Dinas Daerah ; 

12. Keputusan Menteri Dal am Negeri Nomor 97 T ahun 1993 tentang Pola Or­

ganisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah; 
13. Keputusan Menteri Dal am Negeri Nomor 9 T ahun 1994 tentang Pedomill 

Organisasi dan T atakerja Dinas Peternakan Daerah. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Teman~ 
gung. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG 
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KAB~ 
PATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG. 
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BAB , I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
Oaerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II T emanggung ; 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung; 
Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung; 
Dinas Peternakan adalah Din as Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II T emanggung; 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung 
Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Te­
manggung yang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas untuk melaksanakan urusan­
urusan Pemerintah yang tel ah menjadi tanggung_jawabnya ; 
Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional 
Dinas Peternakan Kabi:ipaten Daerah Tingkat II Temanggung yang dipimpin oleh seorang 
Kepala UPTD yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan sebagian tugas ope­
rasional Dinas Peternakan di lapangan ; 
Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
Kedudukan 

Pasal 2 
(1) Dinas peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang petemakan ; 
~l Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertang­

gung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

Pasal 3 
Dinas Petemakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan 
lugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah dibidang Peternakan. 

Bagian Ketiga 
Fungsi 
Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas 
Petemakan mempunyai fungsi : 
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a. melaksanakan pembinaan umum dibidang peternakan berdasarkan 
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa T engah; 

b. bimbingan teknis dibidang peternakan ; 
c. pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya; 
d. melaksanakan penyuluhan; 
e. pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ; 
f. melaksanakan pengkajian penerangan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ternak; 
g. melaksanakan pengelolaan UPTD dan Cabang Dinas; 
h. melaksanakan urusan tata usaha Dinas Peternakan . 

BAB Ill 
ORGANISASI 

Bagian Pertama 
Pola dan Susunan Organisasi 

Pasal 5 
Organisasi Dinas Peternakan ditetapkan Pola Maksimal 

Pasal 6 
( 1) Susunan Organisasi Din as Peternakan terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 
b. Sub Bagian Kepala Tata Usaha ; 
c. Seksi Produksi ; 
d. Seksi Usaha; 
e. Seksi Kesehatan Hewan ; 
f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Petemakan ; 
g. Seksi Penyuluhan ; 
h. Cabang Din as; 
i. U PT D; 
j. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi, Cabang Dinas, UPTD serta Jaoatan Fung~ 
masing-masing dipimpin oleh $eorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung j 
kepada Kepala Dinas; 

(3) Bagan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran Pera\ 
Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedua 
Kepala Dinas 

Pasal 7 
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini, memimpin pelaks 
tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini . 
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Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 8 

ub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini, mempunyai 
gas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan um um. 

Pasal 9 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian 
Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan 

tatalaksana. 
b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; 
d. melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan . 

Pasal 10 
11) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : 

a. Urusan Perencanaan ; 
b. Urusan Kepegawaian ; 
c. Urusan Keuangan ; 
d. Urusan Umum. 

12) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini dipimpin oleh seorang 
Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha. 

Pasal 11 

11) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan mengelola dan analisis data statistik, 
merencanakan kegiafan operasional, menyiapkan bahan laporan dinas, menyusun bahan 
pembinaan organisasi dan tatalaksana ; 

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi 
kepegawaian ; 

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan anggaran pendapatan dan belanja 
Dinas Peternakan, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verivikasi serta 
mengurus perbendaharaan ; 

(4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan 
perlengkapan serta tatalaksana perkantoran. 
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Bagian Keempat 
Seksi Produksi 

Pasal 12 
Seksi Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c Peraturan Daerah ini, mempuny, 
melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang produksi petemakan. 

Pasal 13 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Sel 
duksi mempunyai fungsi : 

a. melaksanakan bimbingan teknis reproduksi ; 
b. melaksanakan bimbingan pembibitan ternak; 
c. melaksanakan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan; 
d. melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan. 

Pasal 14 
(1) Seksi Produksi terdiri dari: 

a. Sub Seksi T ehnik Reproduksi ; 
b. Sub Seksi Pembibitan ; 
c. Sub Seksi Pakan ; 
d. Sub Seksi Kaji Terap. 

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh 
Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Se 
duksi. 

Pasal 15 
( 1) Sub Seksi T ehnik Reproduksi mempunyai tugas merencanakan pengembangan ref 

menyusun kebutuhan semen dan mudigah, memantau inseminasi buatan dan alih mu, 
(2) Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas membimbing produksi ternak bibit pedes, 

mantau pengawasan mutu temak bibit, membimbing registrasi ternak dan_ menguji 
dasar ternak, serta memantau kinerja temak bibit. 

(3) Sub Seksi Pakan mempunyai tugas memantau peflgad-aan, peredaran, penggunaac 
butuhan pakan ternak. 

(4) Sub Seksi Kaji Terap mempunyai tugas membimbing pelaksanaan pengkajian pE 
tehnologi dibidang peternakan. 

Bagian Kelima 
Seksi Usaha 

Pasal 16 
Seksi Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d Peratran Daerah ini, mempun1 

melaksanakan sebagian urusan Dinas Peternakan dibidang usaha Tani Temak dan Pe 
hasil ternak. 
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Pasal 17 
ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini. Seksi Usaha 
mpunyai fungsi : 
a. melaksanakan pelayanan usaha petemakan ; 
b. melaksanakan pemantauan sumber daya petemakan ; 
c. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil petemakan ; 
d. melaksanakan bimbingan pemasaran petemakan. 

Pasal 18 
11) Seksi Usaha terdiri dari : 

a. Sub Seksi Pelayanan Usaha; 
b. Sub Seksi Sumber Daya; 
c. Sub Seksi Pengolahan Hasil ; 
d. Sub Seksi Pemasaran. 

~) Maslng-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi. 

Pasal 19 

11) Sub Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan usaha tani temak ; 
12) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan memantau 

penyediaan lahan sarana, ketenagaan dan permodalan usaha temak ; 
13) Sub Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas memantau, membimbing dan mengawasi pe­

ngolahan hasil ternak 
14) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas membimbing agribisnis mengumpulkan, mengelola 

dan menyajikan data pemasaran hewan, penampungan ternak, hasil ternak dan ikutannya. 

Bagian Keenam 
Seksi Kesehatan Hewan 

Pasal QO 
Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang kesehatan hewan. 

Pasal 21 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Kese­
hatan Hewan mempunyai fungsi : 
a. melaksanakan pengamatan, penyelidikan dan epidomologi penyakit hewan, serta membuat 

peta penyakit hewan ; 
b. melaksanakan pencegahan dan pemberatasan penyakit hewan ; 
c. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan ; 
d. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 
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Pasal 22 
(1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari: 

a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan ; 
b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ; 
c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; 
d. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh sear 
Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi K 
hatan Hewan . 

Pasal 23 
(1) Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan mempunyai tugas membimbing pengamatan, 

dikan epidemiologi dan pembuatan peta kejadian penyakit hewan. 
(2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas membim · 

pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ; 
(3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing teknis pelayanan 

sehatan hewan, memantau peredaran, penggunaan obat dan vaksin hewan ; 
(4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengawasai hygiene dan 

tasi lingkungan usaha peternakan, mengawasi kesehatan ternak yang diperdagangkan, 
ngawasi kesehatan lalu lintas ternak, melakukan pelayanan rumah potong hewan / rumah 
tong unggas serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan. 

Bagian Ketujuh 
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Petemakan 

Pasal 24 
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf f P 
turan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibid 
penyebaran dan pengembangan peternakan. 

Pasal 25 ~ 

Untuk melaksanakan tugas seb,agai_mana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah in i, Seksi Pen 
baran dan Pengembangan Petemakan mempunyai fungsi : 
a. melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan petemakan; 
b. melaksanakan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak ; 
c. melaksanakan penataan ternak ; 
d. melaksanakan pelaksanaan urusan redistribusi temak 

Pasal 26 
( 1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari : 

a. Sub Seksi ldentifikasi ; 
b. Sub Seksi Penyiapan ; 
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c. Sub Seksi Penataan ; 
d. Sub Seksi Redistribusi 
Masing-rnasing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dimpimpin oleh seorang 
Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penye­
baran dan Pengembangan Peternakan. 

Pasal 27 
1) Sub Seksi ldentifikasi mempunyai tugas melakukan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran 

dan pengembangan ternak ; 
) Sub Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tata ruang petemakan, menyiapkan 

lokasi dan petani dari daerah penyebaran dan pengembangan peternakan ; 
~) Sub Seksi Penataan mempunyai tu gas mengelola administrasi gaduhan dan bagi hasil ternak 
(4) Sub Seksi Redistribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan hasil seleksi, penye­

baran kembali temak bibit. 

Bagian Kedelapan 
Seksi Penyuluhan 

Pasal 28 
Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf g Peraturan Daerah ini, mempunyai 
tugasmelaksanakan sebagian tugas Dinas Petemakan dibidang penyuluhan ternak. 

Pasal 29 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyu­
luhan mempunyai fungsi : 
a. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, methode, dan sistim kerja penyuluhan, 

serta rekayasa sosial dan ekonomi; 
b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluh ; 
c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ; 
d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimibingan pendayagunaan 

sarana penyuluhan ; 
e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi 

penyuluhan. 

Pasal 30 
(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari : 

a. Sub Seksi Tata Penyuluhan 
b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan saran a. 

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyu­
luhan. 
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Pasal 31 
(1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tu gas memberikan pelayanan teknis dan administr 

kepada para penyuluh peternakan dalam menyusun dan melaksanakan program penyuluh 
identifikasi faktor penentu rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bi 
bingan serta superfisi pelaksanaan penyuluhan ; 

(2) Sub Seksi Kelembagaan,-Tenaga dan Sarana mempunyai fungsi menyusun rencana ke 
tuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh, mengadakan dan mengelola sarana penyuluh 
memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis 
ministrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan pet 
ternak, penyelenggaraan kursus-kursus tani ternak, penggunaan sarana penyuluhan dan 
rumusan serta penyiapan materi penyuluhan. 

Bagian Kesembilan 
Cabang Dinas 

Pasal 32 
Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf h Peraturan daerah ini, merupakan un511 
pelaksana Dinas Peternakan yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri bi 
dasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian_ 

Bagian Kesepuluh 
UPTD 
Pasal 33 

UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf i Peraturan Daerah ini adalah unsur pelaksana tekri 
operasional Din as peternakan yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri bei'· 
dasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian . 

Bagian Kesebelas 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 34 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf j Peraturan Daerah i~ 
mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dan fungsi Dinas Peternakan sesuai deng/jl 
keahlian dan kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku kelom­
pok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas_ 

Pasal 35 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan keb~ 

tuhan, masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior; 
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ai tenaga fungsion al ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan be ban kerja yang ada ; 
binaan lerhadap lenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-un­
n yang berlaku . 

BAB IV 
TATA KERJA 

Pasal 36 

melaksanakan lugasnya seliap Pimpinan Saluan Organisasi wajib menerapkan prinsip 
asi, inlegrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Peme­

Daerah serta dengan lnslansi lain sesuai dengan lugas pokoknya masing-masin g. 

Pasal 37 
Kepala Dinas dalam melaksanakan lugasnya berdasarkan kebijaksanaan yan·g dilelapkan 
oleh Bupali Kepala Daerah serta memperhalikan pembinaan dan bimbingan leknis dari Pe­
merinlah dan alau Pemerinlah Propinsi Daerah Tingkal I Jawa Tengah ; 
Kepala Dinas diwajibkan memberikan pelunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pe­
kerjaan unsur-unsur pembanlu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya. 

Pasal 38 
'ap Pimpinan Saluan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pelernakan melaksanakan Penga­
n Melekal ( WASKAT ). 

Pasal 39 
) Setiap Pimpinan Saluan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pelemakan bertanggung jawab 

memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan 
serta pelunjuk bagi pelaksanaan tugasnya ; 
Seliap Pimpinan Saluan Organisasi wajib menlaati dan memahami pelunjuk yang dilerima 
dan bertanggung jawab kepada alasan masing-masing serta menyampaikan laporan lepal 
waktu; 

) Seliap laporan yang dilerima Pimpinan Saluan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bah an penyusunan laporan lebih lanjul serta unluk memberikan pelun­
juk kepada bawahannya. 

Pasal 40 

Dalam melaksanakan lugasnya seliap Pimpinan Saluan Organisasi dibanlu oleh Pimpinan 
Saluan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan 
masing-masing wajib mengadakan rapal berkala. 
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Pasal 41 
Para Kepala Seksi Cabang Dinas, UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional meny 
laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun 
berkala. 

BAB V 
KETENTUAN LAIN - LAIN 

Pasal 42 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian oleh Pejab 
berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 43 
Pejabat-pejabat dilingkungan Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan sesuai peratu 
rundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 44 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya 
diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 45 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
manggung Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatake~a Dinas Pete 
Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang diundangkan pada tanggal 7 Oktober 1981 
dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1981 S 
Nomor 5 dinyatakan tidak berlaku lagi . 

BAB V 11 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 46 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peral 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 111 

manggung 
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DEWAN PE RWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

TEMANGGUNG 

Ditetapkan di Temanggung 
Pada tanggal 18 Januari 1996 

BUPATI KEPALA DAERAH TK . II 
TE MANGG UNG 

KETUA 

CAP TTD. CAP. TTD. 

S. KAP I' I Ors. SARDJONO, SH CN 

DISAHKAN 

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
tanggal 1 Oktober 1996 Nomor 188.3/307/1996 

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung 
Nomor: 4 Tanggal : 27 Pebruari 1997 

Seri: No. : 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH 
TINGKAT II TEMANGGUNG 

CAP TTD. 

Ors. SOEKENDRO 
Pembina UtamaMuda 

NIP. 500 032 371 
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PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

TEMANGGUNG 
NOMOR: 1 TAHUN 1996 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG 

A. PENJELASAN UMUM 

Bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingki 
Peternakan merupakan salah satu wujud pembangunan sebagai upaya meningkatkan ke · 
teraan masyarakat dalam meningkatkan gizi. 

Demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya 
dan berhasil guna dibidang petemakan maka pengaturan kelembagaan Dinas Petern 
telah ditetapkan kembali oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 9 Tahun 1 
tentang Pedoman Organisasi dan T atakerja Dinas Petemakan. 

Kemudian berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3605/Sj tanggal 
Oktober 1994 jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061(34 
tanggal 5 Desember 1994 perihal Pola Organisasi Dinas Daerah maka disusunlah Peratur 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II T emanggung tentang Organisasi dan T atakerja Di 
Peternakan dengan pola maksimal sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Dae 
Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja 
nas Peternakan yang diundangkan pada tanggal 7 Oktober 1981 dan dimuat dalam Lembara 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung T ahun 1981 Seri D Nomor 5. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 s.d. Pasal 46 Cukup jelas. 
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BAGAN ORGANISASI OINAS PETERNAKAN 
KABUPATEN DAE RAH TINGKA T II 

TEMANGGUNG 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 

TE MA.NGGUNG 
Ke!ua 

Cap ITO 

S. KAP I ' I 

SEKSI 
PRODUKSI 

SUB SEKSI 
TEKNIK 

REPRODUKSI 

SUB SEKSI 
PEMBIBITAN 

SUB SEKSI 
PAKAN 

SUB SEKSI 
KAJI TERAF 

~EKSI 
PENYULUHAN 

SUBSEKSI 
TATA 

PENYULUHAN 

SUB SEKSI 
KELEMBAGAAN 

TENAGA DAN $ARANA 

CABANG DINAS 

KEPAL.A 
OINAS 

URUSAN 
PERENCANAAN 

SEKSI 
USAHA 

SUBSEKSI 
PELAYANAN 

USAHA 

SUBSEKSI 
SUMBERDAYA 

SUBSEKSI 
PENGOLAHAN HASIL 

SUBSEKSI 
PEMASARAN 

UPTD 

SUB BAGIAN 
TATAUSAHA 

URUSAN 
KEPEGAWAIAN 

URUSAN 
KEUANGAN 

SEKSI KESEHA TAN 
HEWAN 

SUBSEKSI 
PEN GAMA TAN DAN 

P_l;_NYIDIKAN 

SUBSEKSl 
PENCEGAHAN DAN PEMBE­

RANTASAN PENYAKIT HEWAN 

SUBSEKSI 
PELAYANAN 

KESEHATAN HEWAN 

SUBSEKSI 
KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER 

-r_..1y....._ 

URUSAN 
UMUM 

SEKSI PENYEBARAN DAN 
PENGEMBANGAN 

PETERNAKAN 

SUB SEKSI 
IDENTIFIKASI 

SUB SEKSI 
PENYIAPAN 

SUB SEKSI 
PENATAAN 

SUB SEKSI 
REDISTRIBUSI 

BUPATI KEPALA OAERAH TINGKAT II 
TEMANGGU NG 

Cap ITO 

01$. SAROJONO, SH CN 


